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DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan Kayu.
Tanaman  Industri. Rakyat.  Pemanfaatan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: P.62/Menhut-11/2008
TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 menyebutkan kepada Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasl Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri (HTI), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) wajib
membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau
pgjabat yang ditunjuk;

bahwa sesual Pasal 38 ayat (4), tanaman HTI atau HTR
diakui sebagai aset pemegang IUPHHK-HTI atau IUPHHK -
HTR oleh karenanya perlu mengedepankan prinsip efisens
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Mengingat :

1.

dan efektivitas dalam penyusunan, penilaian, persetujuan
RKUPHHK-HTI atau RKTUPHHK-HTR,;

bahwa RKUPHHK dan RKT HTI atau HTR sebagaimana
dimaksud huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan
[UPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR,;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
dan Hutan Tanaman Rakyat;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosissemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 31/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisas, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisas dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;

Instrukss Presden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investas;
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13.
14.
15.
Menetapkan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor P.15/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Area Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produks,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor P.11/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Permohonan lzin Usaha Pemanfaatan
Hasl Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam
Hutan Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Nomor P.5/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-11/2008
tentang Kompetens dan Sertifikas Tenaga Teknis
Pengelolaan Hutan Produks Lestari;

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN
HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri
yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada
hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman,
pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan
tanaman pada hutan produks yang dibangun oleh perorangan atau koperasi
untuk meningkatkan potensi dan kuaitas hutan produks dengan
menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya
hutan.

RKUPHHK Hutan Tanaman Industri selanjutnya disngkat RKUPHHK-
HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian
hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan
pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Rakyat selanjutnya disebut RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk
seluruh areal kerja [UPHHK-HTR dalam satu wilayah kabupaten/kota dan
berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian
hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan
pembangunan sosial ekonomi setempat.

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasll Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Industri yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTI adalah
rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
berdasarkan RKUPHHK-HTI.

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTR adalah
rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok
pemegang IUPHHK-HTR dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR.

Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasl Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman selanjutnya disebut BKUPHHK
HTI adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan
dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang baru diterbitkan
izinnya dan belum memiliki RKUPHHK-HTI | (pertama).

Tata Ruang Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK
dalam Hutan Tanaman sesuai dengan peruntukannya.

Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian
areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya
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